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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Menimbang dari hal-hal yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Sistem pertanggungjawaban PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) 

terhadap keterlambatan keberangkatan dan hilangnya barang 

penumpang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api 

Kecepatan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian sebagai payung hukum menggunakan prinrip tanggung 

jawab presumption of liability principle, sedangkan tanggung jawab 

terhadap keterlambatan keberangkatan, penundaan kedatangan, dan 

pembatalan keberangkatan yang diakibatkan oleh kesalahan 

operasional. Sementara untuk hal yang diakibatkan oleh force majeure 

pengangkut menawarkan pengalihan angkutan dan pembatalan 

keberangkatan dengan pengembalian sejumlah harga tiket. Kemudian, 

tanggung jawab mengenai kehilangan dan kerusakan bagasi 

penumpang, dalam hal ini bagasi tercatat menggunakan prinsip 

tanggung jawab presumption of liability, sedangkan untuk bagasi 

tercatat menggunakan prinsip presumption of non-liability. Dalam hal 
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ini sistem tanggung jawab pengangkut berbasis pada tanggung jawab 

atas dasar kesalahan atau based on fault liability. 

2. Permenhub Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta 

Api Kecepatan Tinggi tidak mengatur mengengai tanggung jawab 

pengangkut sebagaimana yang diatur di dalam UU Perkeretaapian. 

Namun, Permenhub ini disusun dengan berlandaskan pada UU 

Perkeretaapian. Jadi, dalam pelaksanaan tanggung jawab dari KCIC 

atau Whoosh dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (1) 

dan ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

bersamaan dengan ketentuan tambahan yang ada di dalam ketentuan 

Permenhub Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta 

Api Kecepatan Tinggi. Jadi, bentuk tanggung jawab yang dilakukan 

oleh PT. KCIC meliputi pemberian kompensasi dan ganti rugi. 

Ketentuan bahwa pengangkut akan mengganti kerugian yang bersifat 

nyata menjadi penting untuk diperhatikan dan karenanya kerugian yang 

sifatnya potential loss tidak diperhitungkan untuk menjadi tanggung 

jawab pengangkut. 

B. Saran 

Pemerintah harus memperhatikan lebih lanjut mengenai isi dari 

peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengangkutan kereta 

cepat. Karena terjadi kekosongan hukum terkair prosedur memperoleh 

tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi keterlambatan dan kerusakan 

barang penumpang yang pada dasarna dapat diatasi dengan penerapan prinsip 
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tanggung jawab pengangkutan dan melihat peraturan yang sebelumnya atau 

yang lebih tinggi. Akan tetapi lebih baik untuk melengkapi klausul peraturan 

ini dengan presisi sehingga tidak ada kekeliruan penafsiran pada ketentuan-

ketentuannya. 
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